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ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the village government in improving the institutional quality of
Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Kalongan Village, Ungaran Timur District, and to identify
the application of good governance principles. The phenomenon indicates that although there was an
increase in the capital score of BUMDes in 2022, the scores for institutional quality, business, and
administration experienced a significant decline during the 2019-2022 period. This condition demands
attention to more effective and sustainable management strategies. The study employs a qualitative
method with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews
with the village head, village officials, and BUMDes managers, as well as document analysis. The data
analysis process was conducted inductively to obtain a comprehensive understanding of the research
problems and to systematically address the research questions. The findings reveal that the application
of good governance principles, including transparency, accountability, and community participation,
is a key factor in improving the institutional quality of BUMDes. The role of the village government as
a coordinator, stimulator, and facilitator significantly contributes to optimizing the functions of
BUMDes. The village government also plays a critical role in creating a supportive environment
through policies and development programs based on local needs. This study concludes that improving
the institutional quality of BUMDes requires governance based on good governance principles with
active support from the village government and the community. This study provides practical
implications for village govermments in formulating strategic policies to strengthen the role of
BUMDes as drivers of the village economy.

Keywords: Role, Village Government, Improving the Function of Village-Owned Enterprises,
Bumdes
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PENDAHULUAN
Pembangunan pedesaan  merupakan
pembangunan  berbasis desa  dengan

mengedepankan kearifan lokal kawasan
pedesaan yang mencakup struktur demografi
masyarakat, karakteristik sosial budaya,
karakteristik fisik atau geografis, pola
kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan
ekonomi desa atau kota, sektor kelembagaan
desa, serta karakteristik kawan pemukiman
(Maksimilanus, et al., 2020). Desa sebagai
unit terkecil dalam tatanan pemerintahan
suatu negara memiliki wilayah teritori
kekuasaan  tersendiri  yang  mampu
membangun sumber daya alam dan manusia
serta keuangan sehingga dapat meningkatkan
kemampuan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,
kemandirian desa menjadi salah satu fokus
pemerintah  pusat  untuk = menggeser
pertumbuhan perekonomian ke desa-desa
yang sebelumnya kerap diabaikan. Hal
tersebut termaktub dalam amanat Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagai wujud komitmen terhadap upaya

penguatan kemandirian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
merupakan sebuah institusi yang lahir
sebagai wujud untuk mencapai kemandirian
desa (Kusuma & Purnamasari, 2016), yang
mana mengadopsi kerangka Community
Driven Development (CDD) milik Bank
Dunia dalam Urban Poverty Project
(Platteau & Frederic, 2003). Pendekatan
CDC menjadikan masyarakat sebagai objek

dan subjek pengelolaan, sehingga dapat
dipastikan ~ bahwa  masyarakatlah  yang
kemudian menjadi aktor utama melalui aksi
kolektif. Logika pengelolaan ini menekankan
pendelegasian  otoritas dari pusat untuk
kemudian memberikan pengarahan demokrasi
di tingkat yang lebih rendah sehingga muncul

collective action atau aksi kolektif dari

masyarakat lokal (Dasgupta & Victoria, 2007).

Adanya otonomi desa sebagai kebijakan
pemerintah daerah yang diberikan kepada
pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan
potensi

yang dimiliki sehingga dapat

memaksimalkan  pendapatan desa  untuk
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
turut menjadi pekerjaan rumah yang panjang
bagi pemerintahan desa. Hal tersebut
dikarenakan dalam kebijakan pembangunan
desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
melalui BUMDes merupakan jalan yang
panjang  (Amanda, 2015). Berdasarkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan  Transmigrasi  Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan  Transmigrasi  Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama,
BUMDes dijalankan sebagai suatu badan

hukum yang didirikan oleh desa dan/atau



bersama desa-desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan
investasi dan produktivitas, menyediakan
jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan program dari
pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh
pemerintah desa yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat desa. Sampai
dengan tahun 2021, Kemendesa PDTT
mencatat bahwa pertumbuhan BUMDes aktif
di Indonesia mencapai 57.273 dimana 45.233
merupakan BUMDes aktif dan 12.040
merupakan BUMDes yang tidak aktif (dalam
Kementerian Keuangan, 2021). Akan tetapi
banyak BUMDes yang terdampak Covid-19
yang pada akhirnya mati suri dan hasilnya
masih jauh dari harapan, sehingga perlu
menjadi perhatian khusus karena pemerintah
pusat telah memberikan dukungan yang
sangat banyak dalam mendirikan hingga

mengembangkan BUMDes ini.

Badan Usaha Milik Desa harus dipadan
sebagai suatu proses yang mencakup
berbagai perubahan dasar atas struktur sosial,
sikap-sikap  masyarakat, dan institusi-
institusi yang ada, serta tetap mengejar

akselerasi pertumbuhan ekonomi. Tugas dan

fungsi pemerintah desa dalam hal ini adalah

mengawasi kefektivisan pelaksanaan BUMDes
dalam melaksanakan fungsinya apakah sudah
sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.
Fungsi pengawasan disini juga dilakukan untuk
mencegah terjadinya berbagai tindakan yang
tidak diinginkan ataupun berupa
penyelewengan yang dilakukan serta untuk
membantu mencapai tujuan terselenggaranya
BUMDes agar dapat meningkatkan taraf

kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini akan menempatkan objek
penelitian pada BUMDes di Desa Kalongan,
Kecamatan  Ungaran Timur, Kabupaten
Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan
data yang dihimpun, di Kecamatan Ungaran
Timur sendiri dari 5 (lima) desa yang memiliki
BUMDes terdapat fenomena bahwa tidak

terdapat BUMDes yang maju pada tahun 2019-

2022, tidak terdapat BUMDes yang
berkembang pada tahun 2021 hingga tahun
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ta pertumbuhan BUMDes menurun pada tahun
2022 yang bisa dilihat pada proyeksi Gambar
1.1 berikut dari sumber SiDesa Provinsi Jawa
Tengah tahun 2023.

Gambar 1.1

Data Klasifikasi BUMDes Kecamatan Ungaran

Timur



Berkaitan dengan BUMDes Desa Kalongan
sendiri memiliki jumlah skor pada tahun 2019
sebesar 63,95; pada tahun 2020 meningkat
hingga memiliki skor sebesar 76,25; akan tetapi
pada tahun 2021 menurun dengan jumlah skor
73,96; hingga pada tahun 2022 menurun drastis
hingga jumlah skor senilai 59.58. Untuk
lebihjelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2
berikut.

Gambar 1.2
Skor BUMDes Desa Kalongan Tahun 2019-
2022

(Sumber: Sidesa Provinsi Jawa Tengah, 2023)
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Melanjutkan data pada Gambar 1.2 di atas, pada
Desa Kalongan sendiri terjadi penurunan jumlah
skor dikarenakan skor modal yang didapatkan
mengalami peningkatan pada tahun 2022
sebesar 8,75 dari 7,5 akan tetapi tidak sebanding
dengan skor kelembagaan yang menurun pada
tahun 2022 sebesar 15 dari tahun 2021 sebesar
17,5; skor usaha yang mengalami penurunan
pada tahun 2022 sebesar 16,66 dari tahun 2021
sebesar 18,75; skor aturan yang mengalami
penurunan pada tahun 2022 sebesar 5 dari tahun
2021 sebesar 10; skor admin yang mengalami
penurunan pada tahun 2022 sebesar 4,16 dari
tahun 2021 sebesar 6,88; serta skor dampak

yang mengalami penurunan pada tahun 2022

sebesar 10 dari tahun 2021 sebesar 13,33. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.3

berikut.

Gambar 1.3

Skor BUMDes Desa Kalongan Tahun 2019-

2022

Sumber: Sidesa Provinsi Jawa Tengah, 2023
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BUMDes Desa Kalongan merupakan usaha

desa yang dikelola oleh pemerintah Desa
Kalongan dan berbadan hukum. Pembentukan
BUMDes Desa Kalongan ditetapkan oleh
Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan
potensi  Desa  Kalongan.  Kepengurusan
BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa Desa
Kalongan serta masyarakat Desa Kalongan
setempat. Sedangkan permodalan BUMDes
didapatkan dari Pemerintah Desa, tabungan
masyarakat, bantuan Pemerintah Provinsi serta
Kabupaten Ungaran, pinjaman atau penyertaan
modal pihak lain, serta kerjasama bagi hasil atas
dasar saling menguntungkan. Adapun unit
usaha BUMDes Desa Kalongan terdiri dari Unit
Pariwisata, Unit Persampahan, Unit Payment
Point Online Bank (PPOB), Unit Sembako,
serta Unit Persewaan. Adapun fokus penelitian

ini akan membahas berkaitan dengan peran



Pemerintah  Desa  Kalongan

BUMDes yang  akan

terhadap
meningkatkan
pelaksanaan BUMDes agar dapat berjalan
dengan baik sesuai apa yang diharapkan
untuk mencapai tujuan awal yang sudah
direncanakan ~ agar BUMDes  dapat
meningkatkan taraf ekonomi kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian, melalui studi
kasus BUMDES di Desa Kalongan,

penelitian ini memberikan pemahaman yang

mendalam  tentang  faktor-faktor yang
memengaruhi  kesejahteraan ~ masyarakat
melalui BUMDES, dengan penekanan

khusus pada peran pemerintah desa. Temuan
ini diharapkan dapat memberikan wawasan
yang  berguna untuk  pengembangan
BUMDES di daerah lain.

Peran  pemerintah desa dalam
pengelolaan BUMDes sangat —strategis,
koordinator,

mencakup fungsi  sebagai

stimulator, dan fasilitator. Sebagai
koordinator, pemerintah desa diharapkan
mampu menyatukan berbagai sumber daya
untuk  menciptakan  harmoni  dalam
pengelolaan. Sebagai stimulator, mereka
bertugas memberikan motivasi dan dukungan
teknis yang relevan. Sementara itu, peran
sebagai fasilitator berfokus pada penciptaan
lingkungan  yang  kondusif, termasuk
infrastruktur dan kebijakan pendukung.
Dalam  konteks ini, penting untuk
mengidentifikasi bagaimana pemerintah desa
dapat memperkuat tata kelola BUMDes,
sehingga mampu  beradaptasi  dengan
tantangan yang ada dan meningkatkan

kualitas kelembagaan.

Penelitian ini memanfaatkan kerangka teori
yang berpusat pada dua aspek utama, yaitu teori
peran pemerintah dan konsep tata kelola yang
baik atau good governance. Teori-teori ini
memberikan  pijakan  konseptual  untuk
mengevaluasi sejauh mana pemerintah desa
mampu berkontribusi dalam pengembangan
kelembagaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).

Teori peran pemerintah, sebagaimana
dikemukakan oleh Kuncoro (2024),
menekankan bahwa pemerintah desa memiliki
tanggung jawab strategis dalam mendukung
pembangunan daerah dan memperkuat ekonomi
lokal melalui kelembagaan yang terorganisasi.
Peran ini diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi
utama, yaitu sebagai koordinator, stimulator,
dan fasilitator. Sebagai koordinator, pemerintah
desa bertugas menyelaraskan sumber daya
manusia, modal, kebijakan, serta elemen-
elemen masyarakat untuk menciptakan harmoni
dalam pengelolaan BUMDes. Koordinasi yang
efektif tidak hanya memastikan keselarasan visi
antara berbagai pemangku kepentingan, tetapi
juga mendukung pengambilan keputusan yang
berbasis partisipasi.

Dalam perannya sebagai stimulator,
pemerintah desa bertindak untuk memberikan
insentif yang relevan, seperti pelatihan,
dukungan teknis, atau pendanaan, guna
meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes.
Dukungan semacam ini memungkinkan
pengelola BUMDes untuk berinovasi dan
menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan

masyarakat serta pasar lokal. Lebih jauh,

pemerintah desa sebagai fasilitator memiliki



tanggung  jawab  untuk  menyediakan
lingkungan yang kondusif bagi
perkembangan BUMDes, mencakup

penyediaan infrastruktur, regulasi yang
mendukung, dan kemitraan dengan pihak
eksternal seperti sektor swasta dan lembaga
non-pemerintah.

Selain itu, konsep good governance
menjadi landasan penting dalam tata kelola
kelembagaan. Prinsip-prinsip good
governance yang relevan dalam konteks ini
meliputi transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi masyarakat. Transparansi
menuntut adanya keterbukaan informasi
mengenai operasi dan kinerja BUMDes
kepada masyarakat luas, yang mencakup
laporan keuangan, strategi operasional, serta
capaian kinerja. Akuntabilitas, di sisi lain,
mengacu pada kemampuan pengelola
BUMDes untuk bertanggung jawab atas
kebijakan dan tindakan yang diambil,
termasuk dalam pemanfaatan dana desa.
Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci
dalam memastikan bahwa keputusan yang
diambil oleh pengelola BUMDes
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal.
Dengan melibatkan masyarakat secara aktif
dalam  perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi  program-program  BUMDes,
keberlanjutan kelembagaan dapat lebih
terjamin.

Teori kelembagaan juga memberikan
kerangka analitis wuntuk memahami
struktur, regulasi, dan dinamika internal
dalam pengelolaan BUMDes. North (1990)

menyebutkan bahwa institusi yang kuat

ditandai oleh adanya aturan main yang jelas,
kapasitas sumber daya manusia yang memadai,
serta hubungan harmonis dengan pihak-pihak
eksternal. Dalam konteks Desa Kalongan, teori
ini relevan untuk menganalisis sejauh mana
kelembagaan BUMDes mampu menghadapi
tantangan operasional dan memanfaatkan
peluang ekonomi lokal.

Berdasarkan kombinasi teori-teori ini,
penelitian ini tidak hanya berusaha untuk
mengidentifikasi peran pemerintah desa dalam
meningkatkan kualitas kelembagaan BUMDes,
tetapi juga menguji penerapan prinsip-prinsip
good governance dalam tata kelola BUMDes.
Dengan demikian, penelitian ini memberikan
wawasan  mendalam  mengenai  strategi
pengelolaan yang dapat diterapkan untuk

mendorong kemandirian ekonomi desa secara

berkelanjutan.

METODE

Jenis dan pendekatan pada penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk mendapatkan
pemahaman yang mendalam mengenai fenomena
yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini,
pendekatan deskriptif ~ digunakan untuk
menggambarkan secara rinci peran pemerintah
desa dalam mengelola dan meningkatkan kualitas
kelembagaan BUMDes. Penelitian deskriptif juga
membantu menganalisis bagaimana prinsip-prinsip
good governance diterapkan, serta
mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada
dalam pengelolaan BUMDes.

Situs dan subjek pada penelitian ini dilakukan



di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur,
Kabupaten Semarang. Desa ini dipilih karena
memiliki potensi ekonomi yang besar, namun
menghadapi
kelembagaan BUMDes.

tantangan dalam pengelolaan
Subjek  penelitian
meliputi Kepala Desa, perangkat desa, pengurus
BUMDes, masyarakat desa yang terlibat dalam
kegiatan BUMDes, serta pihak eksternal seperti
pendamping desa dan lembaga keuangan lokal.
Pemilihan subjek dilakukan secara purposif
untuk memastikan relevansi informan dengan

tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan temuan-
temuan yang sangat penting mengenai peran
dalam

strategis  pemerintah  desa

upaya
penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) di Desa Kalongan. Melalui
pendekatan kualitatif yang komprehensif,
penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai
aspek krusial yang memengaruhi efektivitas
pengelolaan BUMDes, dengan fokus utama
pada tiga peran fundamental pemerintah desa:
sebagai koordinator, stimulator, dan fasilitator.
Hasil bahwa

penelitian menunjukkan

keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada

optimalisasi ketiga peran tersebut, yang
diimplementasikan ~ secara  sinergis  dan
berkelanjutan.Dalam  kapasitasnya  sebagai

koordinator, pemerintah desa Kalongan telah
menunjukkan upaya yang signifikan dalam
menyelaraskan berbagai elemen pengelolaan
BUMDes. Penelitian mengungkapkan bahwa
desa  telah aktif

pemerintah secara

menyelenggarakan forum-forum diskusi reguler

7

yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk musyawarah desa yang dilakukan secara
berkala. Forum-forum ini menjadi wadah penting
untuk mempertemukan berbagai aspirasi dan
kepentingan dalam pengembangan BUMDes.
Namun, temuan penelitian juga mengindikasikan
adanya tantangan serius dalam aspek koordinasi
ini. Kesenjangan komunikasi masih kerap terjadi
antara berbagai pemangku kepentingan, terutama
dalam hal penyampaian informasi strategis dan
pengambilan keputusan penting. Hal ini sering kali
mengakibatkan ketidakselarasan antara harapan

masyarakat

BUMDes di lapangan.

dengan  implementasi  program

Lebih jauh lagi, penelitian mengungkapkan
bahwa efektivitas koordinasi juga terhambat oleh
ketidakmerataan partisipasi dalam forum-forum
diskusi. Beberapa kelompok masyarakat, terutama
kelompok marginal dan perempuan, cenderung
kurang terwakili dalam proses pengambilan
keputusan. Situasi ini menciptakan kesenjangan
pemahaman dan rasa memiliki terhadap BUMDes
di  antara  berbagai lapisan  masyarakat.
Keterbatasan mekanisme evaluasi dan monitoring
yang efektif juga menjadi kendala signifikan
dalam memastikan implementasi hasil-hasil
koordinasi yang telah disepakati bersama.

Dalam stimulator,

perannya  sebagai

pemerintah desa telah mengimplementasikan
berbagai program pengembangan kapasitas yang
bertujuan meningkatkan kompetensi pengelola
BUMDes. ini

Program-program mencakup

pelatihan manajemen bisnis, workshop
kewirausahaan, dan studi banding ke BUMDes
sukses di daerah lain. Penelitian menunjukkan

bahwa program-program ini telah memberikan



dampak positif ~ dalam meningkatkan
pemahaman pengurus BUMDes tentang aspek
manajerial dan operasional. Namun,
implementasi pengetahuan baru ini sering kali
terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan
infrastruktur pendukung.

Pengurus BUMDes mengungkapkan bahwa
meskipun mereka telah memperoleh
pengetahuan dan keterampilan baru, mereka
menghadapi kesulitan dalam menerapkannya
karena kondisi lapangan yang tidak selalu
mendukung.

Evaluasi terhadap program-program stimulasi
ini juga mengungkapkan kebutuhan akan

pendampingan yang lebih intensif dan

berkelanjutan. Pelatihan yang bersifat sporadis

dan tidak terstruktur dinilai kurang efektif

dalam  membangun kapasitas  pengelola
BUMDes secara komprehensif.
Para pengurus BUMDes menekankan

pentingnya program pendampingan jangka

panjang yang dapat membantu mereka
menghadapi tantangan-tantangan praktis dalam
pengelolaan usaha. Selain itu, materi pelatihan
yang diberikan sering kali kurang kontekstual
dengan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga
sulit diimplementasikan dalam konteks Desa
Kalongan.
Sebagai fasilitator, pemerintah desa telah
mengambil berbagai inisiatif untuk mendukung
operasional BUMDes, termasuk pembangunan
dan  perbaikan infrastruktur fisik serta
pengembangan regulasi yang mendukung.
Namun, penelitian mengungkapkan bahwa
upaya fasilitasi ini belum sepenuhnya optimal.

Infrastruktur yang telah dibangun sering kali
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kurang termanfaatkan secara maksimal karena
keterbatasan kapasitas pengelola dan kurangnya
perencanaan Regulasi

tidak

yang matang. yang

dikembangkan juga terkadang cukup
komprehensif untuk mengakomodasi dinamika
usaha BUMDes yang semakin kompleks.

Implementasi prinsip good governance dalam
pengelolaan BUMDes juga menjadi sorotan
penting dalam penelitian ini. Aspek transparansi
dan akuntabilitas masih menjadi tantangan utama,
meskipun telah ada upaya untuk mengembangkan
sistem pelaporan yang lebih baik. Masyarakat
masih merasa kurang mendapatkan akses terhadap
informasi penting terkait pengelolaan BUMDes,
terutama dalam hal penggunaan anggaran dan
pengambilan  keputusan  strategis. Hal ini
berdampak pada tingkat kepercayaan publik
terhadap pengelolaan BUMDes yang cenderung
rendah.
Partisipasi masyarakat, sebagai elemen kunci
dalam good governance, juga menunjukkan
kondisi yang belum optimal. Meskipun telah ada
mekanisme formal untuk melibatkan masyarakat
dalam  pengambilan  keputusan,  penelitian
menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi sering
kali bersifat simbolis dan tidak substansial.
Banyak warga merasa bahwa aspirasi mereka tidak
benar-benar diakomodasi dalam implementasi
program BUMDes. Kondisi ini berimplikasi pada
rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap
BUMDes, yang pada gilirannya memengaruhi
keberlanjutan usaha.

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai
tantangan eksternal yang memengaruhi
kinerja BUMDes, termasuk persaingan usaha yang

semakin ketat, perubahan preferensi konsumen,



dan dinamika regulasi di tingkat yang lebih
tinggi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan
ini, BUMDes Desa Kalongan membutuhkan
dukungan yang lebih kuat dari berbagai
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah
desa, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi
yang lebih intensif dengan pihak eksternal,
seperti akademisi dan praktisi bisnis, juga
dipandang sebagai

strategi penting untuk

meningkatkan kapasitas dan

BUMDes.

daya saing

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian

ini  merekomendasikan  beberapa  strategi

pengembangan yang bersifat komprehensif dan
berkelanjutan.

Pertama, perlunya penguatan sistem
manajemen BUMDes melalui pengembangan
Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas
dan Kedua,

implementatif. peningkatan

kapasitas sumber daya manusia melalui

program pengembangan yang terstruktur dan
berkelanjutan. Ketiga, pengembangan sistem

monitoring dan evaluasi yang efektif untuk

memastikan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan. Keempat, penguatan jaringan
kerjasama  dengan  berbagai  pemangku

kepentingan untuk mendukung pengembangan
usaha BUMDes.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa
keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada
optimalisasi peran pemerintah desa sebagai
koordinator, stimulator, dan fasilitator, yang

didukung oleh implementasi prinsip good

governance yang konsisten. Temuan-temuan

penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi  berharga  bagi  pengembangan
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BUMDes di Desa Kalongan maupun desa-desa
lain yang memiliki karakteristik serupa.

Dengan memperhatikan rekomendasi yang
dihasilkan, diharapkan BUMDes dapat
berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang

kuat, mandiri, dan berkelanjutan, serta mampu

memberikan kontribusi signifikan bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
PENUTUP
Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan
pengambilan data lapangan mengenai peran

pemerintah desa terhadap peningkatan fungsi
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa
Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, dapat

disimpulkan bahwa BUMDes memiliki potensi

yang signifikan dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan
pedesaan yang berfokus pada kemandirian

ekonomi desa merupakan langkah strategis yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks ini,
BUMDes berfungsi sebagai institusi yang dapat
mengelola sumber daya lokal secara efektif untuk
meningkatkan desa.

perekonomian Namun,

meskipun skor modal

BUMDes pada tahun 2022, skor kelembagaan

terdapat peningkatan
mengalami penurunan, yang menunjukkan bahwa
pengelolaan BUMDes di Desa Kalongan belum
sepenuhnya optimal.

Konsep good governance sangat relevan
dalam analisis ini, di mana prinsip-prinsip seperti
akuntabilitas, dan

transparansi, partisipasi

masyarakat  diperlukan  untuk  memastikan



keberhasilan pengelolaan BUMDes. Hasil

wawancara dengan kepala desa dan pengurus
BUMDes bahwa

mengungkapkan peran

pemerintah ~ desa  sebagai  koordinator,
stimulator, dan fasilitator adalah kunci dalam
meningkatkan kualitas kelembagaan BUMDes.
Namun, penelitian ini menemukan

juga
beberapa kekurangan yang signifikan. Salah
satunya adalah kurangnya verifikasi data terkait
indikator akuntabilitas dalam laporan keuangan
BUMDes. Hal ini berpotensi mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan
keuangan dan transparansi BUMDes. Selain itu,
meskipun pemerintah desa telah berupaya
menerapkan prinsip-prinsip good governance,
implementasi nyata dari transparansi dan
partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Hasil bahwa

wawancara  menunjukkan

partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan terkait pengelolaan BUMDes masih
terbatas, sehingga mengurangi efektivitas
program-program yang dijalankan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa
pemerintah desa perlu memperkuat komitmen
serta

terhadap tanggung jawab keuangan

pemantauan kinerja BUMDes agar dapat
memberikan layanan yang lebih efektif dan
efisien bagi masyarakat. Dukungan aktif dari
pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan
yang kondusif untuk pengembangan usaha milik
desa sangat penting. Hal ini mencakup
peningkatan kapasitas pengelola BUMDes serta
penguatan partisipasi masyarakat dalam proses
pengelolaan. Dengan demikian, penelitian ini
menegaskan bahwa keberhasilan BUMDes

tidak hanya bergantung pada kebijakan yang
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ada, tetapi juga pada implementasi yang konsisten

dan partisipatif. Keberhasilan tersebut akan
memastikan bahwa BUMDes dapat berfungsi

secara optimal sebagai lembaga ekonomi dan

sarana pemberdayaan masyarakat yang
berkelanjutan.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran
pemerintah desa dalam peningkatan fungsi Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kalongan,
Kecamatan Ungaran Timur, beberapa saran dapat
diajukan  untuk  meningkatkan  efektivitas
pengelolaan BUMDes serta memperkuat prinsip-
prinsip good governance. Pertama, pemerintah
desa perlu melakukan evaluasi menyeluruh
terhadap sistem akuntabilitas dan transparansi
dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini penting
untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan
dalam verifikasi data akuntabilitas yang selama ini
kurang memadai. Dengan meningkatkan sistem
pelaporan keuangan dan melakukan audit secara
berkala, pemerintah desa dapat memastikan bahwa
penggunaan anggaran BUMDes dilakukan secara

efisien dan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.
Kedua, untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat  dalam  pengelolaan = BUMDes,

pemerintah desa disarankan untuk mengadakan
forum-forum diskusi atau musyawarah yang
melibatkan seluruh elemen masyarakat. Melalui
forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan
dan terlibat langsung dalam pengambilan
keputusan terkait program-program BUMDes.
Pendekatan partisipatif ini tidak hanya akan
meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap
BUMDes, tetapi akan

juga memperkuat



akuntabilitas pengurus BUMDes kepada
masyarakat.

Ketiga, peningkatan kapasitas pengelola
BUMDes juga merupakan langkah penting yang
perlu dilakukan. Pemerintah desa sebaiknya
menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi
pengurus BUMDes agar mereka memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang memadai
dalam manajemen usaha, pemasaran, serta

pengelolaan  keuangan. Dengan demikian,
pengurus BUMDes dapat lebih profesional
dalam menjalankan tugasnya dan berkontribusi
pada peningkatan fungsi BUMDes.

Pemerintah desa juga perlu berkomitmen
untuk berperan sebagai koordinator yang aktif
dalam mendorong kolaborasi antara berbagai
pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga non-
pemerintah, untuk mendukung pengembangan
BUMDes. Dengan membangun kemitraan yang
kuat, diharapkan BUMDes dapat mengakses
sumber daya tambahan dan peluang pasar yang
lebih luas, sehingga dapat beroperasi secara
lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui

penerapan saran-saran tersebut, diharapkan
peran pemerintah desa sebagai koordinator,
stimulator, dan fasilitator dalam pengembangan
BUMDes dapat terwujud secara optimal,
sehingga memberikan dampak positif bagi

kesejahteraan masyarakat Desa Kalongan.
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